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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc236136269]Pernikahan Menurut Hukum Positif 
Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang berarti al-jam’u dan al-dhammu, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i). Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki.[footnoteRef:1]  [1:  Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h., 1. ] 

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun yang sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut hukum agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).[footnoteRef:2]  [2:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h., 7. ] 





Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya, dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 
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serta masyarakat yang sejahtera.[footnoteRef:3] Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu Kompilasi Hukum Islam juga memberi penjelasan mengenai pengertian perkawinan yaitu, akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.[footnoteRef:4]  [3:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h., 8. ]  [4:  Kompilasi Hukum Islam. ] 

2.1.1 Hukum Perkawinan 
Menurut hukum positif, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada “Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[footnoteRef:5] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaaqan ghalidhan) untuk mematuhi perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah. Dalam fikih perkawinan, nikah diartikan sebagai akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama, guna membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang, serta ketenteraman dengan cara yang diridai Allah SWT. [5:  Muhari, “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban.”] 

Sementara itu, menurut kamus istilah fikih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, serta menjadi ikatan lahir antara keduanya untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memperoleh keturunan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Rukun dan Syarat Pernikahan
Untuk sahnya sebuah pernikahan,para ulama telah merumuskan banyak rukun dan syarat dari Al-Qur’an maupun Hadist Nabi Muhammad.
Rukun Pernikahan:
a. Mempelai Perempuan
b. Adanya Saksi 
c. Mahar atau Mas Kawin
d. Ijab dan Qobul[footnoteRef:6] [6:  Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat, 2021.] 

Syarat Pernikahan:
a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. 
c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin. 
e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. 
f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini. 
g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.
Asas-Asas Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat beberapa asas pokok perkawinan, yaitu:
a. Asas Perkawinan Kekal
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan yang satu dan seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini terdapat dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
b. Asas Merkawinan Menurut Hukum Agama 
Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
c. Asas Perkawinan Terdaftar 
Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing itu akan mempunyai kekuatan hukum yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidk dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini  juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
d. Asas Perkawinan Monogami
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Aritnya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[footnoteRef:7]  [7:  Laila Suhada,Fiisar Ananda,Irwansyah, “Asas-asas Hukum Perkawinan” Vol.6 No1 Tahun 2025,halaman 944] 

Pemerintah juga telah mengatur tentang batas usia perkawinan yang telah tercantum pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974.Dalam undnag-undang ini telah disebutkan batas usia diperbolehkan untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.Dan sekarang peraturan tersebut telah diubah dengan ketentuan bahwa seorang yang ingin menikah,baik perempuan maupun laki-laki harus berusia 19 tahun. “Hal inin juga sudah sesuai dengan Undang-undang  yang telah direvisi oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pencegahan secara preventif untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.”[footnoteRef:8] [8:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019] 

2.2 [bookmark: _Toc236136270]Hukum Perlindungan Anak
2.2.1   Pengertian Anak Dalam Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kekerasan atau penelantaran, tetapi juga sebagai jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus selalu diletakkan dalam kerangka perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[footnoteRef:9] Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini penting karena memberikan batas yang tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai anak dalam hukum perlindungan anak. Dengan demikian, setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, definisi tersebut relevan karena calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin masih termasuk kategori anak sehingga perkaranya tidak dapat dilepaskan dari rezim perlindungan anak.  [9:  M Hajir Susanto et al., “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” 2021, 105–17.] 

Salah satu prinsip fundamental dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip tersebut menuntut agar keputusan yang diambil tidak hanya mengutamakan penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan masa depan sosialnya. Dalam perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah, prinsip ini menjadi sangat penting karena hakim tidak cukup hanya menilai adanya keadaan mendesak, tetapi juga harus menimbang apakah perkawinan benar-benar memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak atau justru menambah kerentanan bagi dirinya. 
Dapat diliahat dari beberapa peraturan Perundang-undangan, terdapat perbedaan mengenai batas usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak.Menurut KUH Perdata Tahun 1847 pasal 330 ayat 1 aeorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.Dengan kata lain, “pernikahan menjadi salah satu factor yang dapat mengakhiri status seseorang sebagai anak atau yang belum dewasa menurut hukum perdata. Tidak jauh berbeda, Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 1 ayat 2 juga menggunakan Batasan umur 21 tahun dengan syarat belum pernah kawin.’[footnoteRef:10] [10:  Susanto et al.] 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjamin keberadaan fisik anak, tetapi juga menjamin kualitas hidup dan perkembangan dirinya secara utuh. Dalam konteks perkawinan usia anak, hak ini sering kali terancam karena pernikahan dini dapat menghambat tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental[footnoteRef:11]. Oleh sebab itu, Pasal 4 seharusnya menjadi dasar pertimbangan penting dalam menilai apakah permohonan dispensasi kawin benar-benar sejalan dengan perlindungan anak atau justru bertentangan dengannya.  [11:  Anak Di and Kabupaten Gianyar, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG” 3, no. 1 (2022): 120–24.] 

Sementara itu dalam hukum pidana, KUHP Pasal 45 menggunakan Batasan yang lebih rendah, yaitu anak yang belum dewasa sebagai seseorang yang belum berumur 16 tahun. Batasan ini kemudian diperluas memulai Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapain umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[footnoteRef:12]Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-undnag Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan pasla 1 ayat 29 justru menggunakan Batasan yang paling rendah dibandingkan peraturan lainya, yaitu anak sebagai orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Di sisi lain, beberapa undang-undang menggunakan batasan usia 18 tahun sebagai patokan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Definisi serupa juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian yang sama diulang pula dalam” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4), keduanya menggunakan batas usia di bawah 18 tahun sebagai ukuran seseorang masih berstatus anak.”[footnoteRef:13] [12:  Fakultas Syariah et al., “KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira,” no. 137 (n.d.).]  [13:  Jurnal Transparansi Hukum, “Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197,” 2014, 33–63.] 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakui dan menjamin berbagai hak anak, antara lain: hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; hak atas identitas diri; hak atas pendidikan dan pengajaran; hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; “hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang; serta hak untuk diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”[footnoteRef:14]Selanjutnya, Pasal 6 memberikan hak kepada anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan ruang tumbuh yang wajar sebelum dibebani tanggung jawab orang dewasa, termasuk tanggung jawab perkawinan. Dengan demikian, pernikahan pada usia anak dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi memotong proses perkembangan alami anak, terutama apabila anak tersebut belum memiliki kematangan emosional dan psikologis yang memadai. Pasal ini memperkuat argumentasi bahwa anak seharusnya tetap diberi kesempatan untuk bertumbuh sesuai tahap usianya, bukan dipaksa memasuki peran rumah tangga yang kompleks. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia justru menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari kewajiban orang tua, bukan sebagai pilihan yang boleh diambil secara ringan. Dengan demikian, ketika orang tua mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, tindakan tersebut harus benar-benar dipandang sebagai upaya luar biasa yang harus diuji secara ketat, bukan sebagai pembenaran otomatis atas kehamilan di luar nikah.[footnoteRef:15] Norma ini sangat penting untuk menegaskan bahwa dispensasi kawin harus tetap ditempatkan sebagai pengecualian yang sangat terbatas. [14:  “PERMA_05_2019.Pdf,” n.d.]  [15:  Dispensasi Perkawinan, Akibat Hamil, and Diluar Nikah, “Jurnal Muqaranah 115 | V o l . 5 N o . 2,” 2021, 115–24.] 

Terkait dengan konteks pernikahan dini, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya “perkawinan pada usia anak-anak. Ini berarti orang tua yang justru mendorong terjadinya perkawinan dini, meskipun dengan alasan kehamilan, sesungguhnya bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada mereka oleh undang-undang.”[footnoteRef:16] Dalam hal yang terjadi kehamilan pada anak, penting untuk memahami bahwa secara hukum, anak di bawah usia 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuan yang sah (informed consent) untuk melakukan hubungan seksual. Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan kekerasan atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Dengan demikian, kehamilan pada anak di bawah umur mengandung dimensi pidana yang tidak bisa diabaikan begitu saja hanya dengan memberikan dispensasi kawin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memuat pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu melalui Pasal 59. Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks kehamilan di luar nikah, anak perempuan yang hamil pada usia di bawah 18 tahun tidak hanya memerlukan perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan medis, psikologis, dan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui perkawinan bukan satu-satunya jawaban, karena hukum juga harus hadir untuk melindungi anak sebagai korban dan memastikan ia tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari.  [16:  Syariah et al., “KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira.”] 

2.3 [bookmark: _Toc236136271]Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan tiga teori hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, yaitu teori perlindungan anak, teori kepastian hukum, dan teori diskresi hakim. Ketiga teori ini dipilih karena relevan dengan pokok permasalahan mengenai pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Blitar.
[bookmark: _Toc236136272][bookmark: _Hlk234934560]2..3.1 Teori Perlindungan Anak
Perlindungan anak merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi, dan penelantaran. Tujuannya agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Teori perlindungan anak berangkat dari prinsip best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi landasan utama Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan telah diadopsi ke dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”[footnoteRef:17]Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan ini mencakup dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan preventif (pencegahan) dan dimensi perlindungan represif (penanggulangan). Dalam konteks dispensasi kawin, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak. [17: Bismar Nasution, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (jakarta, 2007).] 

Dalam konteks dispensasi kawin, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah benar-benar melindungi kepentingan anak yang dikandung maupun calon mempelai yang masih tergolong anak-anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengintegrasikan prinsip ini sebagai salah satu asas fundamental dalam pengadilan mengadili perkara dispensasi kawin.
[bookmark: _Toc236136273]2.3.2Teori Kepastian Hukum 
Teori kepastian hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam konsep Reine Rechtslehre (teori hukum murni). Menurut Kelsen, hukum harus memberikan kepastian bagi setiap orang mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta apa akibat hukum dari setiap perbuatan. “Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang memberikan panduan kepada individu; kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.”[footnoteRef:18]Kepastian hukum mengandung dua dimensi penting: pertama, adanya aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu; dan kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks perkawinan, ketidakjelasan norma atau penerapan aturan yang tidak konsisten akan melahirkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat.[footnoteRef:19] [18:  Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia” 3, no. 1 (2020): 114–23.]  [19:  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta:kencana, 2021).] 

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum bersifat jelas, tetap, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam sistem peradilan Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah dan putusan pengadilan harus didasarkan atas hukum yang berlaku. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.”[footnoteRef:20] Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan mengenai dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum yang memadai, serta apakah penetapan hakim pada Perkara Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. [20:  “Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.,” n.d.] 

Teori Diskresi Hakim
Diskresi hakim (judicial discretion) merupakan kewenangan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi yang tercerahkan (informed judgment) dalam situasi di mana aturan hukum tidak secara tegas mengatur suatu perkara, atau di mana penerapan aturan secara kaku akan menghasilkan ketidakadilan. Ronald Dworkin menegaskan bahwa diskresi hakim merupakan keniscayaan dalam sistem hukum karena tidak ada aturan hukum yang dapat mengatur semua kemungkinan kasus secara lengkap[footnoteRef:21].Teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena hakim Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi kawin memiliki ruang diskresi yang cukup luas. Istilah "alasan yang sangat mendesak" “dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan adalah norma yang bersifat terbuka (open texture) sehingga memerlukan penafsiran dan diskresi hakim dalam penerapannya.”[footnoteRef:22] [21:  Ronald Dworkin, “Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald Dworkin,” 1960, 1–10.]  [22:  Fakultas Syari and Hukum U I N Ar, “Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar -Raniry” 2, no. 2 (2018).] 

2.4 [bookmark: _Toc236136274]Hamil Di Luar Nikah 
Fenomena kehamilan di luar pernikahan pada saat ini sudah tidak lazim lagi bagi masyarakat. Kejadian ini merupakan dampak dari pergeseran sosial serta budaya pergaulan yang semakin terbuka di kalangan remaja. Banyak remaja memandang pacaran sebagai hal yang penting, namun tidak jarang berujung pada perilaku yang melampaui batas, sehingga berujung pada kehamilan sebelum menikah. Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang dilakukan dalam kondisi perempuan telah hamil sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah. Keadaan ini dapat terjadi karena dua kemungkinan: “perempuan tersebut hamil terlebih dahulu kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, atau dinikahi oleh laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya. Dalam hukum Islam, menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya diperselisihkan di kalangan ulama mazhab.”[footnoteRef:23] [23:  Deva Yulinda, “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram” 12 (2023): 506–26.] 

Perkawinan wanita hamil di luar nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan kompromistik antara hukum Islam dan realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia.
Ada beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah saat ini,karena factor pergaulan sexs bebas yang dilakukan oleh remaja menjadi pemicu utama terjadi kehamilan.Pada umumnya, para remaja saat ini belum memahami konsekuensi dari perilaku sexs bebas yang mereka lakukan.Oleh karena itu Ketika terjadi kehamilan, mereka berada dalam kondisi yang belom siap,untuk melangsungkan pernikahan maupun menjalani peran sebagai orang tua.Dari sudut pandang Psikologis, kehamilan sebelum menikah dipandang sebagai aib keluarga. Dengan demikian orang tua berupaya menikahkan anaknya perempuanya yang sedang hamil,baik dengan laki-laki  yang menghamilinya maupun dengan pria lain,agar cucu yang lahir tetap mempunyai status ayah.
Berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah. Apabila perkawinan dilangsungkan sebelum anak lahir dan pria yang menikahi adalah pria yang menghamilinya, maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah dan memiliki hubungan kewarisan dengan kedua orang tuanya. Adapun anak yang lahir di luar perkawinan, menurut “Pasal 186 KHI, hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu saja.’[footnoteRef:24] Dalam fikih, batas minimal untuk dapat mengaitkan nasab anak kepada ayahnya adalah enam bulan sejak kelahiran dengan waktu akad nikah. Apabila kurang dari enam bulan, maka nasab tidak dapat dikaitkan kepada ayah. Karena Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 99 huruf a KHI bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dipandang lebih selaras dengan tujuan tersebut. [24:  Susanto et al., “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.”] 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan pada Bab VIII tentang Kawin Hamil berkaitan dengan persoalan pernikahan terhadap perempuan yang sedang hamil. Pasal 53 dalam bab tersebut memuat tiga (3) ayat, yaitu:[footnoteRef:25] [25:  Kompilasi Hukum Islam and Peradilan Agama, “(Kajian Pasal 53 Dan Pasal 99),” 1991, 43–49.] 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dalam KHI Kawin hamil diperbolehkan,tidak seperti yang dianut oleh kehidupan berdasarkan hukum adat.Menurut definisinya kawin hamil diperbolehkan dalamn KHI sedikit banyak merujuk pada pendekatan kompromistik dengan hukum adat.Dalam upaya kompromi ini dilakukan karena dalam ilmu Fiqih terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan tersebut,serta mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologisnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan asas istislah.Oleh karena itu tim perumus KHI menilai bahwa manfaat memeperbolehkan pernikahan terhadap perempuan hamil lebih besar dibandingkan melarangnya,tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratna tentertu yang sudah ditetapkan.
Dengan adanya permasalahan seperti ini pegawai pencatat nikah harus lebih teliti dan memperhatikan dengan bijaksana.Hal ini disebabkan karena semakin longgrnya norma moral dan etika sebagaian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan masih belum mempunyai kesadaran dan keagamaan yang labil.Dengan demikian, persoalan menikahi wanita dengan keadaan hamil membutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan, terutama dari Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dikarenakan semakin longgarnya norma moral dan etika di sebagian masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang masih memiliki tingkat kesadaran beragama yang belum stabil. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Hakim menganut landasan Undang-Undang KHI dan Ijtihad Ulama.Didalam KHI menjelaskan tentang perkawinan pada pasal 1 Yaitu perkwainan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah  tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2.5 [bookmark: _Toc236136275]Dispensasi Kawin 
Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan untuk menikah meskipun salah satu atau kedua pasangan belum memenuhi persyaratan usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara etimologis, istilah dispensasi nikah tersusun dari dua kata. Dispensasi berarti pengecualian terhadap suatu aturan karena adanya pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban maupun larangan tertentu. Dalam kasus-kasus tertentu, Pengadilan memberikan dispensasi kawin sebagai solusi hukum bagi mereka yang mengajukan permohonan dispensasi sebelum mencapai batas usia minimal yang diatur dalam perundang-undangan. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting , hal tersebut disebabkan karena adanya perkawinan yang terlalu muda atau dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, perkawinan yangsukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. [footnoteRef:26] [26:  Studi Putusan et al., “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam , UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak” 2, no. April (2025): 26–36.] 

Dasar hukum dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai, disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.
Usia Perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.  
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.  
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).  
Konsiderans peningkatan batas usia perkawinan (Paragraf 4 Penjelasan Umum): “Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”. Jika salah seorang atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal umur menikah tersebut, wajib diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman calon mempelai atau tempat akan dilangsungkannya perkawinan. Alasan pengajuan dispensasi kawin adalah alasan yang sangat mendesak dan harus disertai bukti pendukung yang cukup.  
Secara etimologi perkawinan (pernikahan) dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari “ kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan per dan berakhiran an[footnoteRef:27]. Istilah sama dengan kawin adalah nikah, apabila diberi imbuhan awalan perdan akhiran an menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian anatara laki-laki dan perempuan bersuami istri”. Secara terminologis, perkawinan di bawah umur adalah suatu pernikahan atau akad yang mengikat laki-laki dan perempuan sehingga keduanya sah menjadi suami istri dan dapat menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri. Namun, pernikahan tersebut dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[footnoteRef:28] [27:  Hikmah, Jannatun. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Nikah Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Nganut.” Sakinah Vol. 5 No. (2021): halaman 13.]  [28:  Nilna Fauza, “Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan ; Taklik Talak ; Hak-Hak ; Perempuan” 2, no. 1 (2020): 1–17.] 

Dispensasi kawin bertujuan memberikan solusi hukum terhadap situasi yang tidak biasa, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi calon pengantin, terutama dari sisi kesehatan, psikologis, dan hak-hak anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan dispensasi, termasuk rekomendasi dari dinas sosial, psikolog, atau instansi terkait. Secara singkat, dispensasi kawin adalah bentuk pengecualian yang memungkinkan seseorang menikah sebelum mencapai usia legal yang ditetapkan oleh hukum, dengan persetujuan dan pengawasan dari pengadilan. Meskipun demikian, dispensasi ini tidak diberikan secara sembarangan karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak dan masa depan mereka.[footnoteRef:29] [29:  Hukum D A N Sosial, “DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK : STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS” 1, no. 4 (2023): 749–67.] 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan “Dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019. PERMA ini hadir sebagai respons atas meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan anak dalam proses peradilan dispensasi kawin.”[footnoteRef:30] PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memuat sejumlah asas yang wajib diperhatikan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, antara lain: kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), “hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, legalitas, serta kepastian hukum.’[footnoteRef:31] [30:  “PERMA_05_2019.Pdf.”]  [31:  “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”] 

Beberapa ketentuan penting dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang relevan dengan perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut: 
a) Pertama, Pasal 10 mewajibkan hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon dan calon mempelai mengenai kondisi perkawinan yang ideal, termasuk dampak negatif dari perkawinan dini. 
b) Pasal 12 mengharuskan hakim mendengar pendapat anak secara langsung.
c) Pasal 13 mewajibkan hakim mendengar keterangan orang tua/wali dari kedua calon mempelai. 
d) Pasal 14 mengatur bahwa hakim dapat meminta pertimbangan dari lembaga atau instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kelima, Pasal 16 mewajibkan hakim mencantumkan dalam penetapan bahwa dispensasi diberikan karena benar-benar terdapat kondisi yang sangat mendesak.[footnoteRef:32] [32:  Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ( Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg )” 2, no. 2 (2022): 209–23.] 


Secara khusus, Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar memenuhi permohonan orang tua. Dengan demikian, prinsip best interest of the child bukan hanya bersifat deklaratif, melainkan harus tercermin secara nyata dalam setiap pertimbangan dan amar penetapan hakim.Dalam pelaksanaan dispensasi kawin, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Asas-asas ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak semata-mata didasarkan pada alasan administratif, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi calon pengantin yang masih berada dalam kategori anak. Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 telajh disebutkan asas-asas hukum dispensasi kawin,[footnoteRef:33] namun dapat dikerucutkan menjadi empat asas, sebagai berikut:[footnoteRef:34]  [33:  Lihat Pasal 2 Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. ]  [34:  Jurnal Ilmiah Hukum, “ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK,” no. September (2022): 138–49.] 

a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child) 
Asas ini merupakan prinsip utama dalam pemberian dispensasi kawin. Pengadilan wajib mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial calon pengantin agar keputusan yang diambil dapat menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Asas ini menekankan bahwa kepentingan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait perkawinan dini. 
b. Asas Perlindungan Hak Anak 
Perkawinan anak dapat berdampak negatif pada hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena itu, asas perlindungan hak anak mengharuskan agar setiap permohonan dispensasi dievaluasi dengan cermat untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut. Pengadilan harus memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak mengorbankan hak-hak fundamental anak yang telah dijamin oleh undang-undang dan konvensi internasional. 
c. Asas Legalitas 
Asas ini mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan melalui prosedur peradilan yang sah. Pengadilan harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh memberikan izin secara sembarangan. Legalitas memastikan bahwa proses pemberian dispensasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan secara transparan serta objektif. 
d. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) 
Pengadilan wajib melakukan penilaian yang menyeluruh dan hati-hati terhadap setiap permohonan dispensasi kawin. Penilaian ini mencakup analisis alasan pengajuan dispensasi, kondisi psikologis dan fisik calon pengantin, serta potensi dampak yang akan timbul. Selain itu, pengadilan juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai pihak terkait, seperti dinas sosial, tenaga medis, dan psikolog, guna memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kepentingan anak. Dengan menjunjung tinggi asas-asas tersebut, dispensasi kawin dapat diberikan secara proporsional dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalisir risiko negatif yang mungkin timbul dari perkawinan dini dan sekaligus melindungi hak serta masa depan anak secara menyeluruh. 
Selain itu dasar hukum dispensasi kawin juga terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan yaitu :
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan sengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[footnoteRef:35] [35:  Nur Akifah Janur, “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil,” Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 3 N (20022): 128.] 

Perkawinan anak merupakan isu yang sangat krusial dalam konteks sosial dan hukum karena dampaknya yang bersifat multiaspek dan melintasi generasi. Praktik perkawinan pada usia dini tidak hanya menimbulkan konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat, melainkan juga berdampak luas pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat. Secara kesehatan, anak yang menikah dini menghadapi risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat membahayakan nyawa mereka. Dari sisi pendidikan, perkawinan anak umumnya menyebabkan putus sekolah dan terbatasnya peluang untuk memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang memadai. 
Dampak tersebut kemudian berkontribusi pada siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memengaruhi kehidupan pasangan muda tersebut, tetapi juga generasi berikutnya (bagi bangsa dan negara).[footnoteRef:36] Anak-anak yang lahir dari perkawinan dini cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, sehingga menghambat potensi perkembangan mereka secara optimal. Oleh karena itu, isu perkawinan anak harus dipandang sebagai masalah yang kompleks dan multidimensi, yang membutuhkan intervensi terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas, guna melindungi hak-hak anak dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.  [36:  Imron Rosyadi, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam (jakarta, 2022).] 

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam berbagai instrumen perlindungan hak anak baik di tingkat nasional maupun internasional. Praktik ini menghambat anak dalam memperoleh hak-hak dasarnya secara optimal, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengembangan diri. Dengan menikah pada usia dini, anak sering kali terputus dari akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak fundamental mereka, sehingga membatasi peluang mereka untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selain itu, perkawinan anak juga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius serta membatasi kebebasan anak dalam mengambil keputusan penting terkait masa depan mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak yang berdampak jangka panjang. 
Dalam perspektif hak anak, perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Terhadap Anak (asas perlindungan ) yang memiliki dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan anak di Indonesia. Perkawinan dini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Sebagai bentuk kekerasan, praktik ini tidak hanya membatasi kebebasan dan pilihan anak, tetapi juga menempatkan mereka pada risiko yang tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Dampak negatif dari perkawinan anak tidak hanya dirasakan secara individu, melainkan juga berpengaruh luas terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial di tingkat nasional. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan perlindungan hak anak yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia. 
Sedangkan menurut hukum Islam, tidak ada aturan mutlak dalam Al-Qur’an dan Hadits mengenai batasan usia untuk menikah. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Usia dan kedewasaan bukan merupakan syarat dan ketentuan pernikahan yang sah dalam islam. Artinya pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum baligh yaitu dibawah usia 15 tahun atau belum haid bagi perempuan dan belum ihtilaam bagi laki-laki atau sebelum usia yang ditentukan oleh peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia dianggap sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini memberikan kesan bahwa pernikahan dini diperbolehkan dalam Islam. Batas usia menikah banyak mengalami problematika,salah satunya tentang petokan umur yang berbeda yang dimana Undang-Undang pernikahan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sejak dahulu Pernikahan dibawah umur sudah menjadi perdebatan yang selalu menjadi topik perbincangan dikalangan umat islam. Zaman dahulu pernikahan yang dilakukan di usia belum matang memiliki kecenderungan yang buruk ditengah masyrakat.Yang dianggap perempuan dengan usia matang disebut sebagai perawan kaseb jika tidak segera menikah.”Namun dengan seiring berjalannya waktu yang dimana masyarakat sekarang semakin maju dan juga persepsi masyarakat yang berbeda,pernikahann yang dilakukan oleh perempuan yang relative muda dianggap jelek.’[footnoteRef:37] [37:  Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage (bandung, 2011).] 

Bagi umat yang beragama islam, dispensasi nikah ini diperbolehkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 peraturan mentri Agama Nomor 3 tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan.
Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai, disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi antara lain:[footnoteRef:38] [38:  Sekolah Tinggi and Agama Islam, “Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama” 6 (2019): 170–87.] 

a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diberi materai, dicap leges di Kantor Pos (dikertas A4) 
b. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua diberi materai,dicap leges di Kantor Pos(dikertas A4)
c. Fotocopy Akta Kelaahiran/Surat Kenal Lahir diberi materai, dicap leges di Kantor Pos (dikertas A4) 
d. Surat Penolakan Dari KUA 29 
e. Membawa Surat Permohonan (8 Rangkap) Dan Softcopy Harus Disimpan Di Flashdisk/CD
f. Membayar Biaya Panjar Perkara
Dalam konteks pemberian dispensasi kawin, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya alasan mendesak yang menjadi dasar permohonan dispensasi tersebut. Alasan mendesak ini merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum memberikan izin perkawinan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan hukum. Alasan mendesak dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi yang bersifat sangat penting dan membutuhkan penyelesaian segera melalui pernikahan, yang jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi calon pengantin maupun lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya, alasan mendesak ini sering kali dikaitkan dengan kondisi-keadaan yang sifatnya unik dan tidak dapat dihindari, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial yang intens, atau situasi kemanusiaan tertentu. 
Pengadilan akan melakukan verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap alasan-alasan tersebut untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang tidak dapat ditunda, dan bukan semata-mata untuk menghindari ketentuan hukum. Penilaian ini juga melibatkan pertimbangan aspek psikologis, sosial, dan hukum, agar keputusan yang diambil tidak merugikan calon pengantin maupun pihak lain. Selain itu, alasan mendesak juga harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pengadilan harus menimbang apakah pernikahan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan jika perkawinan tidak diberikan dispensasi. 
Dengan demikian, keberadaan alasan mendesak dalam dispensasi kawin bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan faktor krusial yang menentukan layak atau tidaknya dispensasi tersebut diberikan, dengan tujuan utama melindungi hak dan masa depan anak secara optimal. Dalam praktik pemberian dispensasi kawin, pengadilan agama memegang peranan penting dalam menilai dan memutuskan apakah permohonan dispensasi dapat dikabulkan atau tidak. Salah satu aspek krusial yang menjadi fokus pengadilan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin adalah penafsiran terhadap alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon. Penafsiran ini sangat menentukan, sebab alasan mendesak menjadi landasan utama bagi pengadilan dalam memberikan dispensasi kepada calon pengantin yang usianya belum memenuhi batas minimal sesuai peraturan perundang-undangan. 
Penafsiran alasan mendesak dalam putusan pengadilan agama tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan klaim sepihak. Pengadilan harus melakukan telaah mendalam terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang autentik dan relevan. Misalnya, dalam kasus kehamilan di luar nikah, pengadilan akan meninjau bukti medis yang menunjukkan kondisi kehamilan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin dialami oleh calon pengantin perempuan.” Selain itu, rekomendasi dari instansi terkait seperti dinas sosial, tenaga kesehatan, dan psikolog kerap menjadi rujukan penting dalam proses penilaian ini.”[footnoteRef:39]  [39:  Al Qalam et al., “PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA Hasan Ashari Universitas Islam Malang , Jawa Timur , Indonesia Abstrak Bersama Antara Dua Jenis Kelamin Berbeda , Tetapi Lebih Agung Di Dalamnya Adalah Adanya Nilai Wanita Sebagai Suami Isteri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga ( Rumah Tangga ) Yang Bahagia Dan” 18, no. 2 (2019): 1087–1105.] 

Secara yuridis, alasan mendesak haruslah sesuatu yang nyata dan tidak dapat ditunda penyelesaiannya, sehingga pernikahan menjadi solusi terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Pengadilan agama juga harus menafsirkan alasan tersebut dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian jangka panjang baik secara fisik, mental, maupun sosial bagi calon pengantin. Namun demikian, terdapat variasi dalam penafsiran alasan mendesak antar pengadilan agama di berbagai daerah. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor kultural, sosial, maupun pengetahuan hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, menelisik penafsiran alasan mendesak dalam putusan pengadilan agama juga berarti mengkaji bagaimana hakim memahami dan menerapkan konsep alasan mendesak sesuai dengan konteks hukum dan sosial setempat. 
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak, penafsiran alasan mendesak dalam putusan pengadilan agama harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan asas kehati-hatian. Hal ini penting agar dispensasi kawin yang diberikan benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan tidak disalahgunakan sebagai celah untuk pernikahan dini yang berpotensi merugikan anak dan masyarakat. Dalam mempertimbangkan alasan tersebut, pengadilan melakukan verifikasi dengan meminta surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan kondisi kehamilan calon pengantin perempuan. Selain itu, pengadilan juga meminta keterangan dari dinas sosial setempat untuk mengetahui situasi sosial dan psikologis kedua calon pengantin. Hasilnya menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dapat menimbulkan risiko sosial dan kesehatan yang lebih besar bagi calon pengantin perempuan. 
Pengadilan menilai bahwa alasan mendesak yang diajukan bukan hanya klaim subjektif semata, melainkan didukung oleh bukti konkret dan rekomendasi dari instansi terkait. Oleh karena itu, keputusan pengadilan untuk memberikan dispensasi didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang dalam kasus ini adalah memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada calon pengantin perempuan serta mencegah stigma sosial yang dapat merugikan keduanya. Namun, juga menggarisbawahi perlunya pengawasan lebih lanjut setelah pemberian dispensasi, misalnya melalui pendampingan sosial dan pendidikan, agar pernikahan dini tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi kedua belah pihak, sehingga perlu adanya kerjama dengan berbagai stakeholder. 
Dari berbagai putusan pengadilan agama, dapat disimpulkan bahwa penafsiran alasan mendesak dalam dispensasi kawin haruslah berdasarkan bukti yang konkret, relevan, dan tidak dapat ditunda penyelesaiannya. Pengadilan cenderung memberikan dispensasi apabila alasan tersebut terkait dengan kondisi kesehatan, kehamilan, atau dampak sosial yang nyata, dan bukan sekadar alasan yang bersifat subjektif atau tekanan sosial tanpa dasar kuat. Selain itu, pengadilan agama selalu berpegang pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dispensasi kawin hanya diberikan jika memang diyakini dapat melindungi hak dan kesejahteraan calon pengantin. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga menetapkan syarat-syarat pendampingan dan pengawasan setelah dispensasi diberikan guna meminimalisir dampak negatif. 


